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Abstrak 

Albaritsi, Harun, 2019. Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi 

Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 

926/Pdt.P/2019/PA.Mlg), Skripsi, Universitas Islam Malang, Fakultas 

Agama Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Dosen Pembimbing 1: 

H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi. Dosen Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar 

Rodofi, L.C., M.A. 

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil Diluar Nikah 

 

 

Adanya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan prilaku anak 

muda yang berhubungan layaknya suami-istri sampai hamil diluar nikah dengan 

jumlah umur yang belum selayaknya untuk menikah. Hal inilah yang melatar 

belakangi penelitian skripsi ini. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

membatasi umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Fokus 

penelitiannya: 1). Bagaimana Penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena 

hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang Ditinjau Dari Segi Alat 

Bukti? 2). Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan 

dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota 

Malang?.  

Kegunaan Hasil Penelitian: Untuk memenuhi syarat dalam rangka meraih 

gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas 

Agama Islam. Dan sebagai tambahan informasi bagi pembaca. 

Metode penelitian: lokasi penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan 

Agama Kota Malang. Jenis penelitiannya kualitatif. Sumber datanya meliputi 

orang dan materi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data. Pengecekan keabsahan 

data memakai perpanjangan pengamatan, trianggulasi dan diskusi dengan teman 

sejawat. 

Hasil penelitian: 1). Permohonan dispensasi kawin karena hubungan 

luar nikah diterima berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota 

Malang. 2). Ditinjau dari segi alat bukti yang digunakan Pengadilan Agama dalam 

permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara: 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg 

yaitu alat bukti yang diajukan Pemohon berupa alat bukti surat, alat bukti saksi 

dan keterangan pihak terkait tanpa alat bukti kehamilan yang dikeluarkan oleh 

dokter/bidan b) Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan nomor 

perkara: 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg dengan beberapa pertimbangan yaitu 

pertimbangan hukum, sosial, agama, ekonomi dan psikologi. 
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MOTTO 

باكَ إذَِا نسَِيتَ وَقلُْ عَسَى أنَ يهَْدِيَنِ زَبِّي لِِقَْسَبَ مِنْ هرََا إلَّا أنَ يشََ  ُ وَاذْكُس زا اء اللَّا

﴾٤٢زَشَدًا ﴿
 

Artinya : “kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah". Dan ingatlah kepada 

Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan 

memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini". 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam 

pergaulan masyarakat terutama Agama Islam. Pengertian pernikahan 

sendiri berdasarkan Alquran dan Hadist adalah berasal kata an-nikah dan 

azzuwajj yang memliliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, 

dan bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan dalam istilah Ilmu Fiqh 

disebut (النكاح), (الزواج) yang keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah 

dalam Bahasa Arab berarti yaitu al-wath’u wa adh-dhommu, arti secara 

hakiki adh-dhommu berarti menindih atau berhimpit sedangkan al-wath’u 

berarti perjanjian atau bersetubuh.  

Pengertian perkawinan menurut arti kata berarti bergabung, 

hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam arti terminologis artinya 

akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan 

kelamin dengan menggunakan lafadz na-ka-ha atau za-wa-ja. (Syarifuddin, 

2003:74). Dalam hal ini peneliti menganggap arti etimologi dari 

pernikahan tersebut terlalu kaku dan sempit, karena nikah hanya sebagai 

legalisasi hubungan seksual antara pria dan waita dan hanya untuk 

pelampiasan nafsu dan syahwat saja. 

Allah berfirman di dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 agar 

manusia menikah, yang berbunyi: 
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الحِِينَ مِنأ عِباَدِكُمأ وَإمَِائكُِمأ إنِ يكَُىنىُا  يَاَمَى مِنكُمأ وَالصَّ وَأنَكِحُىا الْأ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ ﴿ لهِِ وَاللََّّ ُ مِن فضَأ نهِِمُ اللََّّ ﴾٢٣فقُرََاء يغُأ  

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara 

kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 

sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika 

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan 

Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Terjemah 

Depag . RI. 1995) 

 

Dalam hal ini, untuk menghilangkan pandangan masyarakat 

tentang arti nikah yang hanya sebagai legalisasi hubungan kelamin antara 

laki-laki maupun perempuan, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai 

sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, para ulama berupaya 

menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran 

yang komprehensif dengan definisinya adalah “Nikah ialah suatu akad 

yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan 

perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta 

menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.” (Hakim R., 

2000:13) 

Pengertian yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas selaras 

dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 

1974 yang termuat pada pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 

wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki dwifungsi, dan hanya dengan 
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pernikahanlah tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Pertama, memenuhi hasrat 

pasangan baik yang bersifat fisikal dan spiritual. Yang kedua, prokreasi 

atau keturunan. 

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena 

dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik 

secara psikologis, sosial maupun biologis. Dengan melangsungkan 

perkawinan, maka seseorang dengan sendirinya semua kebutuhan 

biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi juga merupakan aspek 

yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. 

Keberhasilan suatu rumah tangga banyak di tentukan oleh kematangan 

emosi baik dari suami maupun istri. Dan harusnya dapat difahami bagi 

suami ataupun istri bahwa hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya 

yaitu mendapatkan kabahagiaan yang sejati dalam kehidupan 

berumahtangga. 

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan.yang berbunyi: “Perubahan norma dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas 

usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan 

menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini 

batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas 

minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”. 

Menurut anjuran BKKBM (Badan Kependudukan dan Keluarga 
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Berencana Nasional), berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang 

secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian 

umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut di anggap masa yang paling 

baik untuk berumahtangga karena sudah matang dan berfikir secara 

dewasa dalam berumah tangga. Sekaligus menjaga keharmonisan rumah 

tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan 

kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan masalah yang 

muncul, baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun 

eksternal. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh 

kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. 

Dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak, 

baik mental maupun material.   

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan 

pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.yang berbunyi: 

“Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tentang 

Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, 

perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur 

perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi 

wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, 

yaitu 19 (sembilan belas) tahun. 
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Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, 

dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya 

untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur 

terendah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah 

mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan 

seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus 

mendapatkan izin kedua orang tua”, sehingga bagi wanita dan pria yang 

belum mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk 

melangsungkan perkawinan dan yang melakukan perizinan orang tua 

hanya untuk anak-anak yang berusia 19 tahun atau kurang dari 19 tahun 

bagi pria dan wanita. 

Dalam  UU Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan 

dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar 

pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak 

jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan 

kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya 

perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan 

sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga 

mempercepat pertambahan penduduk. (Hadikusuma, 1990:51) 

Sesuai dengan penjelasan diatas, andai kata terjadi hal-hal yang 

tidak terduga. Misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun bagi pria dan wanita karena pergaulan bebas, sehingga wanita 

hamil sebelum perkawinan. Apakah Undang-undang Republik Indonesia 
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Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih dapat memberikan kemungkinan 

untuk menyimpang dari batas umur tersebut? 

 

 

B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana penetapan hakim dalam Dispensasi Kawin karena 

hubungan luarjum nikah  di Pengadilan Agama Kota Malang Ditinjau 

Dari Segi Alat Bukti? 

2. Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan 

Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama 

Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan penetapan hakim dalam Dispensasi Kawin 

karena hubungan luar nikah  di Pengadilan Agama Kota Malang 

Ditinjau Dari Segi Alat Bukti. 

2. Untuk mendeskripsikan latar belakang pertimbangan hakim dalam 

penetapan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di 

Pengadilan Agama Kota Malang. 

D. Kegunaan Penelitian 
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1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya mengungkapkan 

permasalahan tentang Dispensasi Kawin karena hubungan diluar 

nikah. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum khususnya bagi masalah Dispensasi 

Kawin karena hubungan diluar nikah. 

3. Hasil peneitian ini diharapkan dapat  menambah informasi, wawasan 

terhadap para pembaca mengenai Dispensasi Kawin karena hubungan 

diluar nikah. 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan artian istilah yang digunakan, peneliti 

akan menjelaskan beberpa istilah definisi operasional, yaitu: 

1. Dispensasi 

Dispnsasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya 

pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau 

larangan. Dispensasi juga bearti pengecualian tindakan berdasarkan 

hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan 

tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi 

negara). 

2. Hubungan Luar Nikah 

Hubungan luar nikah terdiri dari 3 kata, yaitu hubungan, luar 

dan nikah. Yang dimaksud hubungan adalah pertalian, ada ikatan.  
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Luar adalah kedudukan atau tempat yang bukan bagian dari sesuatu 

itu sendiri, bukan dari lingkungan keluarga, bukan dari lingkungan 

negeri/daerah, dsb, bagian yang tidak dari dalam.  Sedangkan nikah 

adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat 

perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin 

hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan 

untuk menjalin hubungan suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh 

beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan). 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengadilan Agama Kota Malang dalam memerika perkara permohonan dispensasi 

kawin akibat hamil diluar nikah menggnakan beberapa alat bukti, yaitu berupa alat 

bukti surat, alat bukti saksi dan keterangan pohak terkait yaitu anak pemohon, 

calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon. Dalam perkara 

permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara: 926/Pdt.P/2019.PA.Mlg 

Pengadilan Agama Kota Malang mengabaikan alat bukti yang bersifat subtansif 

yaitu berupa surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/bidan. 

2. Latar belakang pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan 

permohonan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah nomor: 

926/Pdt.P/2019/PA.MLG, meliputi: pertimbangan hukum, sosial, agama, ekonomi 

dan psikologis. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 

Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

B. SARAN 

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan 

Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaaan 

benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan. Meskipun Majelis 

Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis Hakim juga 

harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan.  

2. Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengoadakan penelitian 

mengenai Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah, untuk dikaji lebih 



mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-

penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan 

Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

3. Diharapakan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau 

bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan 

dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh 

kepada peraturan hukum yang berlaku. 
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